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Suatu perkawinan akan membawa akibat bagi hubungan suami isteri dengan anak yang dilahirkan dimana
suami isteri harus memelihara anaknya serta membiayai kehidupannya hingga dewasa dan kewajiban itu
berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua terputus. Hal ini ditegaskan dalam Hukum Islam,
UU Perkawinan No. 1/1974 Pasal 41, juga dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.
Walaupun telah diatur dengan jelas masalah akibat perceraian terhadap pemeliharaan dan pendidikan serta
biaya hidup anak, akan tetapi dalam prakteknya kewajiban tersebut sering tidak dilaksanakan. Akibatnya
anak hidup terlantar dan berada dibawah pemeliharaan dan penguasaan orang yang tidak seharusnya. Dalam
hal terjadi perceraian timbul masalah mengenai hak pemeliharaan anak dan nafkah (biaya pemeliharaan
anak). Pada umumnya hak pemeliharaan anak jatuh pada pihak isteri dengan kewajiban memberi nafkah
atau biaya pemeliharaan anak pada suami. Dalam praktek sering terjadi walaupun Pengadilan sudah
memutuskan hak asuh anak padaisteri dan memerintahkan suami untuk memberi biaya pemeliharaan anak,
suami tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga isteri hanya menang diatas kertas. Untuk
mengatasi masalah tersebut UU No. 1 /1974 maupun KHI telah mengatur mengenai permohonan untuk
meminta pada K etua Pengadilan Agama atau K etua Pengadilan Negeri yang memutuskan proses perceraian
untuk mengeluarkan surat perintah sita esekusi. Upaya ini hanya bisa dilakukan jika suami adalah orang
yang punya penghasilan lain halnya jika suami adalah orang yang tidak punya penghasi 1an maka tuntutan
isteri atas nafkah anak akan sia-sia UU No. 1 /1974 dan KHI juga memberikan perlindungan bagi hak anak
atas nafkah, baik pada masa perkawinan maupun pasca perceraian. Tetapi dalam pel aksanaanya kadang
terjadi penyimpangan yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya kurangnya kesadaran hukum suami
mengenai tanggung jawabnya terhadap anak, faktor budaya, kurang sempurnanya Undang-undang, dan lain-
lain .
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